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ABSTRACT

At first drug used only as a tool for religious rituals and in addition it is also used for treatment, the type of drug used in the beginning was the opiate or commonly known as opium or opium. However, with the development of the times, the drug used for negative things, in the world of medicine narcotic widely used, especially in the process of patient's anesthesia before surgery. Along with the times as well, someone who at first lay against narcotics turned into an addict is difficult regardless of dependence.Addicts are "self-victimizing victims", because drug addicts suffering from dependency syndrome as a result of drug abuse were done by themselves. Rehabilitation of drug addicts is a treatment process to free addicts from dependence, rehabilitation of drug addicts is also a form of social protection that integrates drug addicts into the social order so that he could no longer carry out drug abuse.Under the law number 35 of 2009 on narcotics mentioned that mandatory drug addicts undergoing rehabilitation. However, this provision was never implemented so that the National Narcotics Agency initiative to encourage the agreement of 7 (seven) state institutions concerned to give priority to the implementation of rehabilitation for drug addicts. The study was conducted through library research to obtain secondary data and field research to obtain primary data in the form of interviews on respondents and informants.

ABSTRAKSI
Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, jenis narkotika yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya.Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Namun ketentuan ini tidak pernah diterapkan sehingga Badan Narkotika Nasional berinisiatif mendorong terjadinya kesepakatan dari 7 (tujuh) lembaga negara yang terkait untuk mengutamakan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer berupa wawancara pada responden dan narasumbe

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan judul

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Selanjutnya akan disebut Narkoba) merupakan  permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Akibatnya sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologi sosial dan ekonomis bagi orang tua dan saudaranya atau keluarganya serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Secara ekonomis, penyalahgunaan Narkotika menimbulkan biaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya, orang tua atau keluarganya, maupun terhadap perekonomian nasional. Pelakunya harus mengeluarkan jumlah uang untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkoba yang terus menerus dan makin meningkat. seandainya yang bersangkutan mengikuti program perawatan dan pemulihan maka pelaku atau keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihannya. Disamping sangat mahal serta memerlukan waktu yang lama, tidak ada yang menjamin pelaku dapat pulih sepenuhnya.

Saat ini pemerintah melalui BNN (Badan Narkotika Nasional) telah mensosialisasikan program IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), melalui program ini diharapkan para pengguna Narkotika yang bersangkutan dapat melaporkan kepada IPWL, yaitu puskesmas atau rumah sakit ketergantungan obat (RSKO). Melalui IPWL di RSKO terdekat, pihak puskesmas akan menindaklanjuti dengan ketentuan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pemakai Narkotika benar-benar pemakai atau pengedar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat (1) yang merupakan Undang-Undang Humanis, dengan adanya asas deskriminalisasi dan depenalisasi, para pemakai Narkotika diposisikan sebagai korban selama melaporkan terlebih dahulu kepada IPWL. Program ini memberikan titik terang kepada masyarakat yang telah terjerumus dalam lingkaran Narkotika sehingga pengguna yang benar-benar ingin terlepas dari jerat ketergantungan Narkotika melalui rehabilitasi dapat dilindungi hukum sesuai amanat Undang-Undang yang berlaku.

Pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap korban pengguna Narkotika tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pengguna dikarenakan pelaku adalah orang yang kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan. Namun karena perbuatan tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan Perundang undangan yang telah ada terlebih dahulu (nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali).

Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna Narkotika bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127, Pasal 134 undang undang Narkotika dan Pasal 59 undang undang psikotropika. Menggunakan Narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa pengguna tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan Narkotika tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, selama peraturan Perundang-Undangannya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna Narkotika meskipun bagi dirinya sendiri, maka hukuman tersebut akan selalu ada.
Undang-Undang Narkotika juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 103. Di dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat melakukan dua hal yaitu:

1.
Hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2.
Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Undang-Undang Narkotika juga memberikan landasan hukum kemungkinan pengguna Narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Narkotika, memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut:

1.
Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana;

2.
Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksana Wajib Lapor Pecandu Narkotika, merupakan wujud komitmen Negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, Intinya para penyalah guna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum Pasal 54 dan 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, para penyalah guna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengkonsumsi Narkotika dan akan mendapatkan layanan rehabilitasi. 
Program wajib lapor diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan/atau keluarganya untuk melakukan lapor diri, sehingga semakin banyak pecandu Narkotika yang menerima perawatan terkait perilaku ketergantungannya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang melaporkan dirinya ke puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum yang ditetapkan sebagai Institusi wajib Lapor (IPWL), maka diharapkan akan semakin sedikit pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diputus pidana oleh pengadilan.
Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat judul ini TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA YANG MELAPORKAN DIRI KE BNN DAN MENDAPATKAN REHABILITASI. Karena penulis ingin mengetahui bahwa bagaimana tinjauan hukumnya terhadap pengguna Narkotika yang ingin mendapatkan rehabilitasi, apakah pengguna Narkotika yang ingin sembuh dari ketergantungannya terhadap Narkotika melalui IPWL dilindungi secara sah dimata hukum atau malah bertentangan dengan aturan yang diterapkan di Negara kita.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Adapun perumusan masalah adalah penulis mendapatkan data dengan cara normatif dimana pengumpulan buku-buku dari perpustakaan dan sumber-sumber yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun pembatasan masalah adalah sebagai berikut :

1.
Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengguna narkotika yang melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ingin mendapatkan rehabilitasi ?

2.
Apakah pengguna narkotika yang terkena sanksi pidana bisa mendapatkan rehabilitasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Guna menjawab permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.
Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengguna narkotika yang melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ingin mendapatkan rehabilitasi. 

2.
Untuk mengetahui Apakah pengguna narkotika yang terkena sanksi pidana bisa mendapatkan rehabilitasi.

Berdasarkan pengetahuan dan pembahasan tersebut, maka diharapkan dapat memberikan beberapa faedah dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penulis, sehingga dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum dan memperkaya khazanah perbendaharaan kepustakaan bidang ilmu hukum pada perpustakaan.

2.  Secara praktis, diharapkan menjadi bahan koreksi dan informasi yang kongkrit mengenai pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang melaporkan diri ke badan narkotika nasional serta mendapatkan petunjuk dalam mengatasi masalah yang dibahas supaya tidak salah dalam menerapkan aturan.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan diatas menggunakan metode dan teknik penelitian  normatif dan empiris, yakni pengumpulan buku - buku dari perpustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, serta melalui riset lapangan (field research) dan mendapatkan data dari instansi Pemerintah daerah terkait dengan permasalahan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan yuridis terhadap pengguna narkotika yang melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ingin mendapatkan rehabilitasi

Sulit untuk menemukan apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan (kata kerja), menurut kamus bahasa Indonesia istilah “pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 maka dapat dikaitkan bahwa pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang terlampir dalam Undang-Undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Penggunaan istilah “pengguna narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Dalam tulisan ini maksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir, dan pengedar narkotika, bila dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam Undang-Undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah antara lain :

1.
Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009).

2.
Penyalah Guna adalah yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009).

3.
Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan Pasal 54 Undang-Undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009).

4.
Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan, dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.

5.
Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009).

Dasar hukum Undang-Undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 untuk mendapatkan rehabilitasi : 

Pasal 54

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1)
Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2)
Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluargannya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3)
Ketentuan mengenai pelaksaaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika yang mendapatkan rehabilitasi:

Pasal 1

Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Keberagaman istilah untuk pengguna narkotika tersebut berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan baik dalam merumuskan berbagai ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 maupun dalam pelaksanaannya, salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : 

“Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika”,

sedangkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan: 

“Pecandu narkotika dan Korban penyalah guna narkotika wajib menajalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

dimana berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui, Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. 

Pembuktian penyalah guna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, dalam implementasinya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika kedalam Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus narkotika, banyaknya istilah tersebut juga membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat, dilapangan aparat penegak hukum tidak memberikan hak orang yang positif menggunakan narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam Undang-Undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adanya jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. 

Pengaturan wajib lapor bagi orang orang tua atau wali dari pecandu narkotika, juga berimplikasi membingungkan bagi orang tua atau wali, karena untuk menentukan apakah anaknya pecandu atau bukan pecandu haruslah ditentukan oleh ahli sangat sulit bila dilihat dari kacamata awam.

B. Pengguna narkotika yang terkena sanksi pidana bisa mendapatkan rehabilitasi

Pengguna narkotika yang terkena sanksi pidana dan mendapatkan rehabilitasi harus memandang asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP Pidana yang menyebutkan :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan pidana yang telah ada”, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam:

Pasal 127

(1)
Setiap Penyalah Guna:

a.
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun;

b.
Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun; dan 

c.
Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.

(2)
Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3)
Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a.
Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan;

b.
Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.

c.
Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

d.
Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

e.
Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

f.
Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pengguna narkotika harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, untuk menjatuhkan amar putusannya hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi atau taraf kecanduan terdakwa.

Konsekuensi pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban maka masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dimana penentuan untuk menjalani masa pengobatan dan perawatan ditentukan oleh ahli.

Surat edaran Mahkamah Agung RI tersebut akan sulit diimplementasikan bila aparat penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut) tidak memiliki pola pandang yang sama terhadap pengguna narkotika (permasalahan ini akan dibahas pada bagian permasalahan implementasi hukum pengguna narkotika).

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang telah disahkan dan diundangkan pada 12 Oktober 2009 dan dinyatakan mulai sejak diundangkan telah memberikan batas waktu paling lambat 1 (satu) Tahun untuk menetapkan peraturan pelaksana, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, walaupun Pasal 152 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Semua peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini”. 

Yang harus diperhatikan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 bukanlah aturan perubahan atau revisi dari Undang-Undang sebelumnya, melainkan suatu aturan yang menggantikan pengaturan Narkotika sebelumnya. Sehingga menjadi penting bagi pihak-pihak pemangku kepentingan menyusun baru peraturan pelaksana atau setidak-tidaknya mengoreksi peraturan pelaksana yang sebelumnya apakah telah sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dalam implementasi tidak menemukan kendala, Belum terlihatnya upaya penyusunan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 khususnya untuk kepentingan bagi para pengguna menimbulkan berbagai permasalahan karena upaya pemberantasan berjalan lebih cepat dibandingkan upaya pencegahan dan pemulihan, Tumpang Tindihnya Pasal Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan perbedaan atau garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Penggunaan kata ”Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa Pasal Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuaan, hal ini berpotensi menjerat orang untuk dijadikan tersangka dalam tindak pidana narkotika yang tidak sengaja, baik karena “dijebak” oleh orang lain maupun atas kekurang-tahuan atas bentuk jenis narkotika yang ada maupun kondisi lain yang memungkinkan seperti: menerima titipan barang dari orang lain untuk diantar ke suatu tempat dan tanpa sepengetahuannya didalam barang tersebut ada narkotika yang diselipkan, menerima paket dari pos dan kondisi lainnya.

Dalam prakteknya aparat penegak hukum mengaitkan (termasuk, include, juncto) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan, atau pembeliaan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman hukumanya menjadi lebih dari 5 (lima) Tahun penjara dan dibeberapa kententuan melebihi 9 (Sembilan) Tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP menyatakan bahwa:

“Pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (Sembilan) Tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari”.

Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkotika juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pemidanaan lain dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 selama terpenuhinya unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan penjara karena ada batas minimal pemidanaan dalam delik tersebut.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan batasan atau  daluwarsa yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pengguna narkotika. Bagi pengguna narkotika yang kemudiaan menceritakan pengalamannya menggunakan narkotika, dan Pengguna narkotika yang sedang menjalani proses rehabilitasi atas kemauaan sendiri (bukan berdasarkan putusan hakim) bisa dikenakan pidana atas perbuatan yang telah lampau (membeli, menggunakan, menguasai, atau menyimpan narkotika tanpa hak dan melawan hukum) berpeluang sewaktu-waktu dapat dikenakan hukuman.
PENUTUP

A. Kesimpulan
Terhadap pengguna Narkotika yang melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional  serta sanksi pidana kepada pengguna untuk mendapatkan rehabilitasi terdapat dua permasalahan yakni :
1.
Permasalahan sanksi pidana

pengguna sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, tentunya ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: 

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, 
maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur dalam masyarakat, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras berupa sanksi.

Tumpang tindihnya Pasal Pemidanaan bagi pengguna Narkotika, pengguna narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Pengguna yang sebenarnya tidak mempuyai niatan untuk  melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuaan. Hal ini memberikan potensi untuk menjerat agar dijadikan tersangka dalam tindak pidana narkotika yang tidak disengaja, baik dijebak oleh orang lain maupun atas kekurang-tahuan.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama.

Dalam Undang-Undang Narkotika sendiri tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula, dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.

Adapun Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan mengenai hal tersebut adalah:

Pasal 55

(1)
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1.
Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2.
Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi  kesempatan, saran atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2)
Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1.
Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2.
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis (Undang-Undang khusus lebih diutamakan dari pada Undang-Undang yang bersifat umum)  tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang khusus, dan Undang-Undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut,  seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengaturnya, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun  juga termasuk masalah Narkotika.

2.
Permasalahan rehabilitasi bagi pengguna narkotika

Pacandu dan Korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika penyalahguna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

Prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi, yaitu Penentuan apakah seorang pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai korban dapat direhabilitasi adalah wewenang pengadilan karena rehabilitasi adalah bentuk lain dari pelaksanaan hukuman, secara langsung Badan Narkotika Nasional tidak menetapkan terhadap pecandu mana yang bisa untuk direhabilitasi dan yang tidak bisa untuk direhabilitasi, namun secara tidak langsung telah ditetapkan melalui putusan pengadilan tersebut. 

Sedangkan syarat utama agar dapat dilaksanakannya upaya rehabilitasi terhadap seorang pecandu atau pengguna narkotika adalah pecandu tersebut haruslah bersedia dan mempunyai keinginan untuk direhabilitasi, dimana pecandu sangat berharap setelah direhabilitasi dapat terbebas dari jerat narkotika. 

Ini disebabkan karena jika pecandu yang direhabilitasi adalah pecandu yang merasa terpaksa untuk direhabilitasi maka kemungkinan untuk kembali sehat dan jauh dari narkotika sangat kecil sedangkan peluang untuk kembali menjadi pemakai sangat besar. 

Adapun kendala Kepengurusan dan keanggotaan Badan Narkotika Nasional adalah merupakan pegawai dan pejabat-pejabat dari berbagai instansi pemerintahan yang telah ada, dan tidak memiliki kemampuan lobby yang bagus untuk melakukan pendekatan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika ataupun keluarganya agar pecandu bisa diajak untuk menjalani proses rehabilitasi, Maka dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota merasa kurangnya personil yang tersedia yang mampu dalam melakukan lobby dan pendekatan-pendekatan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika atau keluarganya. 

Personil yang dibutuhkan adalah personil yang mampu meyakinkan dan menyadarkan pecandu ataupun keluarganya untuk menjalani upaya rehabilitasi, karena jika pecandu tidak bisa diyakinkan dan disadarkan tentang bahaya menyalahgunakan narkotika dan manfaat melakukan rehabilitasi maka walaupun upaya rehabilitasi tetap dijalaninya akan menjadi suatu hal yang sia-sia karena kemungkinan besar pecandu tersebut akan kembali menggunakan narkotika.

Pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. 
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus Narkotika.

A. Saran
Adapun saran penulis dengan judul tersebut diatas yakni :
1.
Permasalahan sanksi pidana

Penegak hukum dalam hal penanganan para penyalahguna narkotika, dalam hal persamaan persepsi antar para penegak hukum, sudah terbit Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional. Yang ditandangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Badan Narkotika Nasional pada tanggal 11 Maret 2014, Peraturan Bersama tersebut terkait penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan bertujuan untuk deskriminalisasi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, Peraturan bersama ini merupakan langkah konkrit bagi pemerintah dalam menekan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak asasi manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Polisi Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional dimana selama ini pengguna bermuara pada hukuman pidana penjara, ke depannya diharapkan, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan bermuara di Lembaga Rehabilitasi, karena hukuman bagi pengguna disepakati berupa pidana rehabilitasi. 

Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka deskriminasi pengguna narkotika dengan menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Untuk lebih memfungsikan peran hakim tersebut perlu dukungan dari aparat penegak hukum berupa peraturan bersama, dalam peraturan bersama tersebut dibentuk Tim Asessmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota. Tim tersebut terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas: melaksanakan analisis peran tersangka yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika (terutama pengguna); melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial; serta membuat rencana jangka waktu rehabilitasi yang diperlukan, hasil asessmen tersebut kemudian menjadi pendukung dalam hal pembuktian bagi pelaku tindak pidana narkotika untuk dikategorikan sebagai pacandu atau pengedar.

2.
Permasalahan Rehabilitasi

Persamaan persepsi antar penegak hukum menurut penulis belum cukup, dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan wajib lapor kepada para pecandu dan penyalahguna narkotika diperlukan upaya yang luar biasa, yakni peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyosialisasikan dan mendorong agar para pecandu dan korban penyalahguna narkotika secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagaimana amanat dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa;

“(1)   Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2)   Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”,

Oleh karena amanat dari pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka diperlukan pula peran dari pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial, di tahun 2015 penanganan terhadap Bandar atau pengedar memang patut di berikan apresiasi.
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